
J. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pcrnbcntukan Provin si Jawa Tengah (Himpunan
Pcraluran-Peraturan Ncgara Tahun 1950 Halaman 86
sarnpai dcngan 92) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20] 4 lentang
Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana Lelah diu bah beberapa kali tcrakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pcrubahan Kcdua Alas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 teritarig Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tah un 2015 Nomor 58,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya
manusia Aparatur Sipi1 Negara di Provin si Jawa
Tenga h pcrlu dila ku ka n Iasilitasi pengcmbangan
surnbcr daya manus ia Aparatur Sipil Ncgara di Provinsi
.J (iwa T('nga h ;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fasilitasi
pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil
Negara di Provinsi Jawa Te ngah dan tertib administrasi
agar pelaksanaannya berhasilguna dan berdayaguna,
pcrlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berda sarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubcrnur ten tang Pelaksanaan
Fasilitasi Pcngcmbangan Sumber Daya Manusia
Aparat.ur Sipi1 Ncgara Di Provin si .Jawa Tengah;

Menimbang

GUBERNUR JAWA TENGAlJ,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PELAKSANAAN FAS1LITASI PENGEMBANGAN SUMBE1~ DAYA MANUSfA
APARATUR SIPTL N~GARA 01 PROVINSr ,JAWA TENGAH

TENTANG

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUf3t:I-<NU1~JAWA TENGAI r
NOMOR 26 TAHU N 2017



Pasal 1

Dalam Pcraturan Gubcrnur ini yang dimaksud dcngan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pernerintah Daerah adalah Gubcrriur sebagai unsur penyelcnggara
pemerintah daerah yang mcrnirnpin pelaksanaan urusan pemerinlahan
yang menjadi kewcnangan daerah olonom.

3. Gubernur adal.ah Gubernur .Jawa Tcngah.

4. Pernerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Kabupaten dan / atau
Pcmerintah Kot.a di Provinsi .Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten
dan zatau Pcmcrintah Kota di luar Provinsi .Jawa Tengah dan
Pcmerintah Provinsi lain.

BAR 1

KI<:TENTUI\.NUMUM

MEMUTUSKI\N :

PERATURI\N GUB~RNUR TENTANG PELAKSANI\AN
FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR SIPIL NEGARA 01 PROVINSI JAWA TENGAH.

Merietapkan

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 J4 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Pcraturan Pcmcrin tah Nomor 1I Tahun 2017 ientang
Manajcmen Pcgawai Negcri SipiJ (Lcrnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20] 7 Nomor 63, Tarnbahan
Lcrnbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Pcrat ur an Dacrah Provirisi .Jawa Tcngah Nomor 9
Ta hun 2016 tcru.ang Pcmbcn tuka n dan Susunan
Pcrangkat Daerah Provinsi .Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi .Jawa Tengah
Nomor 85);

6. Pcraturan Ment.eri Dalam Negcri Nomor 2 Tahun 20]3
lcnlang Pcdoman Pengcmbangan Sistem Pendidikan
Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Dilingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemcrintah Daerah;

7. Pcraturan Kcpala Lcmbaga Administrasi Negara Nomor
25 Ta hu n 2015 teruang Pcdoman Akre ditasi Lembaga
Pcndidikan dan Pclat.ihan Perncrin tah (F3erita Ncgara
Rcpublik Indonesia Tahun 20]5 Nomor 1114);



5. Kementcrian adalah perangkat pernerintah yang membidangi urusan
tertentu dalam pcmerintahan.

6. Lembaga Pemerintahan Non Kernenterian adalah lembaga negara yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas pcmcrintahan tertentu dari
Presiden.

7. Badan Pengembangan Sumbcr Daya Manusia Dacrah yang sclanjutnya
disingkal BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Oaya
Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

8. Aparatur Sipil Negara yang scla nj utnya disingkat ASN adalah profcsi
bagi pegawai ncgeri sipil dan pcgawai pcmer intah dengan perjanjian
kcrja yang bckerja pada instansi pernerintah.

9. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah
proses pcnyelenggaraan belajar-rnengajar dalam rangka meningkatkan
kornpetensi ASN dan perangkat lainnya.

10. Diklat Teknis adalah proses pcnycJenggaraan belajar mengajar untuk
memenuhi persyaraian kompetensi teknis yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas PNS sebagai bagian integral dari sistem pembinaan
karier dan prestasi kerja ASN.

1 l . Dikla t Furigsiorial adalah proses penyelenggaraan bclajar mengajar
untuk memenuhi pcrsyaratan kornpctc nsi scsuai jabatan fungsional
masing-masing yang dipcrlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.

12. Diklat Kcpemimpinan adalah proses pcnyclcnggaraan belajar mengajar
untuk mencapai persyaratan kornpcterisi kepcmimpinan aparatur
pemerint.ah yang sesuai dengan jenjangjabatan struktural.

13. Diklat Prajaba ta n adalah proses penyelenggaraan belajar mcngajar yang
merupakan syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS.

14. Diklat Pimpinan Perangkat Daerah adalah proses penyelenggaraan
belajar mengajar untuk rnencapai persyaratan kompetensi manajerial
yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau
manajemen dan pengalama n kcpemimpinan bagi pcrangkat daerah

15. Sertifikasi Kornpctensi adalah proses pcmbcrian sertifikasi kornpcten si
yang dilakukan secara sisternatis dan obyektif melalui uji kornpctcn si
yang mcngacu pada standar kornpct cnsi dan / atau verifikasi sesuai
Standar Korrrpe t.en s i Kcrja Khusus I\paralur Pcrncr iru.ahan Dalam
Ncgcri (SK3/\PDN) dan Standar Kornpcte nsi Kcrja Nasional Indonesia
(SKKNl) dan y atau siandar intcr na sional.

16. Fasilitasi pcngcmbangan sumber daya ma nus ia adalah kegiatan dalam
bentuk kerjasama penyelenggaraan diklat teknis, diklat fungsional,
diklat kcpcmirnpinan, diklat prajabatan , diklat pimpinan perangkal
daerah dan scrtifikasi kornpetcnsi antara Pcmerintah Provinsi Jawa
Tengah dengan Pemerintah Daera h lainnya dan z atau Kemcnterian/
Lembaga Pcmcriritahan Non Kemcnt.crian.



(]) Persyaratan Iasilita si penyelcnggaraa n Diklat scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a sarnpai dengan huruf c, antara lain:

a. usulan proposal dari instansi pengirim;
b. pelaksanaan cvaluasi pra penyelenggaraan diklat;
c. penerbitan rckomcndasi/pcrsclujuan;
d. pencrbitan pcrja njian kcrja sarna;
e. pelaksanaan d iklat;
f. pe lapora n hasil pcJaksanaan d iklat..

Pasal 4

BAI3 IV
PSRSYARATAN

Ruang lingkup Fasilitasi Pcngernbangan Sumber Daya Manusia ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Teknis :
b. Fasilitasi Penyclenggaraan Diklat Fungsional :
c. Fasilitaai Penyelenggaraan Diklat Kcpemimpinan;
d. Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan;
e. Fasilitasi Penyclcnggaraan Diklat Pirnpinan Pcrangkat Daerah;
f. Fasilitasi Sertifikasi Kornpetensi, dan;
g. Fasilitasi jenis pengembangan kompctcnsi lainnya.

Pasal 3

BJ\B III

JENIS FASILITASJ

(1) Peraturan Gubernur im dimaksudkan scbagai pcdoman dalam
pelaksanaan Fasilitasi Pengcmbangan Sumbcr Daya Manusia ASN di
Provinsi .Jawa Tengah.

(2) Tujuan Pcraturan Gu bcr n ur ini adalah untuk rncwujudkan kelancaran
dalam pclaksanaan fasilitasi pcngcmbangan sumbcr daya manusia ASN
dan tertib ad minist.ra.si di Provinsi Jawa Tengah.

(3) Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pengembangan sumber daya
manusia ASN di Provinsi Jawa Tcngah meliputi:

a. Jenis Fasilitasi;
b. Pcrsyaratan;
c. Kerjasama Fasilitasi;
d. Pembiayaan;
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
f. Pcmbinaa n dan Pengawasan.

Pasal 2

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP



(J) Pembiayaan pelaksanaan Fasilit asi Pengcmbangan Sumbcr Oaya
Manusia ASN dibcbankan pada:

a. Anggaran Peridapatan dan Bclanja Negara Kcrnentcriarr/Lcrnbaga;

PasaJ 6

BAB VI
PEMBIAYMN

(1) Dalam rangka pclaksanaan fasilitasi pengcmbangan sumber daya
manusia ASN dapat bekerja sarna dcngan Pcrncrin ta h Dacrah lainnya
dan KemcnteriC:ln/Lcmbaga Pcmcrintah Non Kcmcnterian.

(2) Kerja sarna fasilit.asi Pengcmbangan Sumber Daya Manusia ASN
scbagaimana dimaksud pada ayal (I) dilaksanakan oJeh BPSDMD.

(3) Kerjasama scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dcngan tata
cara sebagai bcriku L:

a. pengajuan pcrmohonan tcrtulis dari instansi pcngusul;
b. penyusunan naskah perjanjian kerjasama;
c. penandatanganan naskah perjanjian kerjasama oleh para pihak;
d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ASN.

(4) Penandatanganan naskah pcrjanjian kcrjasarna sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c, dilakukan olch Kepala I3PSDMD dan pejabat yang
ditunjuk dari Pemcrintah Dacrah lainnya dan Zatau Kernenteriany
Lembaga Pcmcrintah Non Kerncnterian.

(5) Ruang lingkup kcrja sa rna scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling
scd ikit mcmuat:
a. Para pihak:
b. I !ak dan kcwajiban;
c. Adendum;
d. Jangka waktu;
e. Pcmbiayaan;
f. Keadaan memaksa (force majeur);
g. Penyelesaian pcrselisihan

Pasal 5

BAB V
KEReJASAM!\ FASILIT!\SI

(2) Persyaratan fasilitasi penyelcnggaraan scrtifikasi kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain:

a. usulan uji kornpete nsi dari instansi pengirim;
b. sosialisasi pra uji kornpctc ns i;
e. pelaksanaan uji kompetensi;
d. sidang ascsor;
c. sidang pleno;
f. pe ncrbitan scrti fikat olch pcja bat yang borwcnang.

(3) Per syara tan fasilita si jcnis pcngcmbangan kompetcnsi lainnya
sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g dilaksanakan sesuai derigan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hasil Pembinaan dan Pengawasan pclaksanaan Fasilitasi pengembangan
sumber daya manusia ASN dilakukan oleh Kepala BPSDMD sclanjutnya
dilaporkan sccara pcriodik kcpada Gubernur scuap 6 (enam) bulan
danjatau scwakt.u waktu apabila dipcrlukan.

PasaJ 9

J3ABVlII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kepala RPSDMD melaporkan pclaksariaan Fasilitasi pengembangan sumbcr
day a manusia ASN kcpada Gubcrnur sccara pcriodik sct.iap 6 (enam) bulan
danjatau sewaku.i-waktu apabila d ipcr luka n.

Pasal 8

Bagian Kedua
PcJaporan

pclaksanan
yang telah

dan cvaluasi Ierhadap
daya manusia J\SN

BPSDMD melakukan monitoring
F'asilitasi pcngembangan sumber
di laksan akan.

Pasal 7

Bagian Kcsatu
Monit.oring dan Eva lua si

BAB VJl
MONITORING, SVALUASI DAN PI':LAI)ORAN

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Anggaran Peridapatan dan J3clanja Daerah Pcmerintah Daerah

lainnya yang bcrsangkutan; at.au
d. Sumbcr pcmbiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, huruf c dan
hur uf d disctor ke Kas Dacra h Provinsi .Jawa Tcngah dengan
mckanismc scsuai kctcn tuan pcrat ura n pcrundang-undangan.

(3) Besar nya pcrnbiayaan scbaga irna na dimaksud pada ayaL (1)
berpcdoman pada standarisasi biaya kegiatan yang ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur atau Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara.

(4) Besarnya pembiayaan untuk penyclcnggraan diklat di Kabupaten /Kota
dengan model swa kelola berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan
inslansi Kabupatcrr/ Kota masing-masing.



BERITA DAERAH PROVINSTeJJ\WATENGJ\H TJ\HUN 2017 NOMOR 26

TO SOEDARMOSRI PURYONO
-

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TE AH,

Diundangkan di Scmarang
pada tanggal 6 Juni 2011

GUIlERN~ENGAH'

GJ\NcJl\r~Pl~J\NOWO

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Juni 2011

Pcrat.uran Gubernur ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Pcrat uran
Gubcrnur ini dengan pcncmpatannya dalam Bcrita Dacrah Provinsi Jawa
Tcngah.

I)asal 10

I3J\BIX

KETJ':NTUJ\NI)I':NUTUP
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